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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penclitian lapangan untuk menjawab pertanyaan:
pertama, bagaimana kebijakan kepala desa Lebaksari. Kecamatan Baureno tentang
pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi ?. Kedus, bagaimana
kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian hasil
pertanian antara petani dan pengusaha irigasi dalam perspektif PP No. 72 Tahun
2005 tentang Desa ?. Ketiga, kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno
tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi dalam
perspektif fikih siyasah ?.

Data penelitian ini dihimpun melaiui penclitian lapangan dan sclanjutnya di
analisis dengan teknik deduksi dan induksi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, kebijakan kepala desa
Lebaksari, Keccamatan Baureno lentang pembagian hasil pertanian antara kepala
desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian hasil pertanian antara
pengusaha irigasi dan petani dengan mekanisme pembagian 1 : 6, artinya 1 bagian
untuk pengusaha irigasi dan 5 bagian untuk petani. Kedua, kebijakan kepala desa
Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pcmbagian hasil pertanian antara petani dan
pengusaha irigasi dengan mekanisme pembagian 1 : 6, artinya 1 bagian untuk
pengusaha irigasi dan 5 bagian untuk petani di desa Lebaksari dalam perspektif PP
No. 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah salah, karena seorang kepala desa tidak
memiliki kewenangan untuk memungut  pajak, karena yang berwenang untuk
memungut pajak adalah dinas perpajakan. Tetapi dalam hal pengembangan dan
sebagai upaya memberikan kontribusi keuangan pada masyarakat dan desa
Lebaksari, kebijakan kepala desa Lcbaksari tersebut dapat dikategorikan sangat
baik. Dan ketiga, kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian
hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi dengan mekanisme pembagian 1 :
6, artinya 1 bagian untuk pengusaha irigasi dan 5 bagian untuk petani di desa
Lebaksari dalam perspektif fikih siyasah adalah salah. Karena jika gagal panen,
maka pengusaha irigasi-lah yang paling dirugikan karena sudah membayar pajak di
awal dan dalam hukum Islam tidak dibenarkan sebelum pekerjaan selesai membayar
pajak di muka.

Terkait dengan hasil penclitian ini, maka disarankan kepada kepala desa

" Lebaksari agar lebih  hati-hati lagi dalam mengambil sebuah kebijakan, agar
kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum Islam.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma pembangunan yang mengejar pertumbuhan telah membawa
kondisi pertanian dan pedesaan Indoncsia menjagi terpuruk. Padahal, pcdesaan
dan pertanian merupakan dua wilayah vital dalam pembangunan. Dimulai dari
bergulimya revolusi hijau yang justru telah menggadaikan kemandirian dan
kedaulatan para petani. Saat ini arah pembangunan masih diarahkan semata-
mata pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekspor. Ujung-ujungnya,
kondisi sosial ekonomi menjadi keropos dan negara tidak mampu memenuhi hak
sebagian besar rakyatnya untuk hidup layak dan bcrmartabat.

Desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang dibentuk dengan
memperhatikan asal usulnya dan atas prakarsa masyarakat. Dalam menjalankan
aktivitasnya, desa dipimpin oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa
dan perangkat desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa memiliki sejumlah
wewenang yang berfungsi untuk memaksimalkan tugasnya dalam rangka
menscjahterakan rakyatnya. Tanpa adanya wewenang yang dimiliki oleh scorang
kepala desa, mustahil seorang kepala desa mampu berbuat secara maksimal

untuk memajukan daerah yang dipimpinnya.



Terkait dengan wewcenang yang dimiliki oleh scorang kepala desa, ada
sebuah fenomena menarik terkait dengan wewenang yang dimiliki olch seorang
kepala desi. Fenomena itu terjadi di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno,
Kabupaten Bojonegoro. Dimana kepala desa yang baru menduduki jabatan
sebagai kepala desa mulai tahun 2007 hingga 2013 telah membuat kebijakan
terkait dengan pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi di
Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno. Dimana k=bijakan tersebut merupakan
sebuah terobosan baru yang tidak pernah dilakukan oleh para kepala desa
sebelumnya'.

Jika selama ini kebijakan fentang pembagian hasil pertanian antara petani
dan pengusaha irigasi diatur dengan sistem 1 : 5 dengan mekanisme 1 bidang
tanah untuk pengusaha irigasi dan 4 bidang tanah untuk petani, kini diatur
dengan sistem 1 : 6 dengan mekanisme | bidang tanah untuk pcngusaha ifigasi
dan 5 bidang tanah untuk petani®.

Dari hasil pembagian tersebut, terlihat ielas bahwa keuntungan yang
diperoleh pengusaha irigasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
keuntungan yang diperoleh pengusaha irigasi sebelum adanya kebijakan baru
yang diberlakukan olch kepala desa yang baru. Sebaliknya, keuntungan yang

diperoleh pihak petani mengalami  kenaikan jika dibandingkan dengan

' Hasil wawancara dengan kepala desa lebaksari tgl 16 juni 2010
> Di ambil dari berita acara irigasi desa lebaksari juli 2008



keuntungan yang dipcrolch pihak petani sebelum adanya kebijakan baru yang
diberlakukan olch kepala desa yang baru

Dalam pandangan penulis bahwa tentunya kebijakan ini sangat produktif
jika di liha. dalam konteks untuk mengembangkan ekonomi masyarakat karena
kebijakan ini adalah kebijakan yang tidak di punya oleh semua desa di indonesia
maka kebijakn ini snagat lah menarik untuk di angkat sebagai bahan pengkajian
karena dalam perspektif PP NO 72 tahun 2005 telah tertcra dengan gamblang
lentang tugas dan wewenang kepala desa jadi apukah jika kita pandang dalam
perspektif PP NO 72 TH 2005 ini menyalahi tugas dan wewenang kepala desa,
karena dalam PP tersebut tugas dan wewcenang kepala desa antara lain membina
perekonomian desa’,dalam kontcks ini kebi jakan tersebut sangatlah tepat karena
benar benar mengangkat penghasilan pctani dari yang 1: 5 menjadi 1: 6 tentu
sangat membantu ckonomi masyarakat desa yang notabenya pertanian. |

Berdasarkan fenomena riil di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan
untuk mengkaji tentang kebijakan yang ditcrapkan oleh kepala desa Lebaksari,
Kecamatan Baureno terkait dengan pembagian hasil pertanian antara petani dan
pengusaha irigasi dalam perspcktif PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan fikih
siyasah. Karena untuk melihat dengan scksama dan bagaimana pandangan atau
perspektif fikih siyasah dalam kebi jakan terscbut hanya denagan cara ini lah kita

tahu apakan kebijakan ini benar benar telah sesuai denagn konscp figih siyasah

* PP no 72 tahun 2005 pasal 14 ayat 2



karena terkadang suatu kebijakan yang terlihat baik menyalahi atauran atau
konsep ketatancgaraan dalam hokum islam maka dalam kontcks kebijakan
kepala desa ini kita memakai pisau analisis figih siyasah karena fikih siyasah
adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan (centang pengaturan
dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai

. « . « 4
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang tclah diuraikan dalam latar belakang
masalah di atas, maka pokok pcrmasalahan yang dikaji dalam peneclitian ini
adalah:

1. Bagaimana kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang
pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi ?

2. Bagaimana kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baurcno tentang
pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi dalam
perspektif PP No. 72 Tahun 2005 tcntang Desa ?

3. Bagaimana kebijakan kepala desa Lebaksari. Kecamatan Baureno tcntang
pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi dalam

perspektif fikih siyasah ?

* Muhammad Igbal, Fikih Siyasah: Kontckstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 4



C. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang
membahas mengenai kebijakan kepala desa Lcbaksari, Kecamatan Baureno
tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi dalam
perspektif PP No. 72 tahun 2005 dan fikih siyasah belum pernah ada yang
mengkajinya. Kendati demikian, —scbagai bahan pcrbandingan— terdapat sebuah
karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengkaji tentang “Tinjauan Fikih
Siyasah terhadap Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Jo. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Studi
di Desa Apa’an, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang):. Skripsi
tersebut ditulis oleh Taufiqurrohman, scorang alumnus Fakultas Syari’ah, IAIN
Sunan Ampel Surabaya yang menyclesaikan studinya pada tahun 2008. Dalam
karyanya tersebut, Taufiqurrohman lebih menekankan pembahasan mengenai:
pertama, bagaimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan
UU No. 32 tahun 2004 Jo. PP No. 72 tahun 2005 tentang desa ?. Kedua,
bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat
dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat desa berdasarkan UU No. 32 tahun
2004 Jo. PP No. 72 tahun 2005 tentang desa ?. Dan ketiga, bagaimana tinjauan
fikih siyasah terhadap peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Jo. PP No. 72 tahun 2005 tentang desa ?.

Setelah melakukan penelitian sccara mendalam, Taufiqurrohman menyimpulkan



bahwa: pertama, pelaksanaan kewenangan BPD Desa Apa’an dalam peranannya
di Desa Apa’an dalam mewujudkan demokrasi di desa, khususnya Desa Apa’an,
Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang adalah scsuai dengan apa yang
telah diutur di dalam UU No. 32 tahun 2004 Jo. PP No. 72 tahun 2005 tentang
desa. Dengan diperkuat oleh aturan untuk BPD, khususnya penerapan di Desa
Apa’an olch Perda Kabupaten Sampang No. 4 tahun 2006. Kedus, Penerapan
fungsi BPD di Desa Apa’an dalam mewujudkan demokrasi di Desa Apa’an,
Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang merupakan scbuah kewajiban
yang telah dijalankan semaksimal mungkin oleh BPD Desa Apa’an dengan
terealisasinya beberapa program yang tclah direncanakan, sesuai dengan PP No.
72 tahun 2005 Pasal 34 “scbagai aspirasi rakyat desa“, Dan kefiga, peranan dan
fungsi BPD Desa Apa’an ditinjau dari fikih siyasah adalah scjalan dengan A4/
Al-Hall Wa al-’Aqd dari sudut pandang kewenangan scbagai legislatif sécara
substansial, yang diatur dalam PP No. 72 tahun 2005. Walaupun dalam sejarah
Islam tidak ada pemerintahan hingga wilayah terkecil seperti pemerintahan desa,
Ahl Al-Hall Wa al-’Aqd scbagai penentu kebijakan/undang-undang
pemerintahan umat (negara) dan juga scbagai tim formatur yang mewakili
aspirasi rakyat dalam pemilihan scbuah khalifah umat, sckaligus mengawasi dan
melakukan kontrol terhadap scbuah pemerintahan sebagai wujud dari semangat

perwujudan demokrasi.



Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrohman tersebut di
atas, terlihat jelas bahwa terdapat sisi perbedaan yang sangat mendasar dengan
penelitian ini. Jika Taufiqurrohman lebih menitik beratkan kajiannya pada
persoalan fungsi dan peranan BPD menurut UU No. 32 tahun 2004 Jo. PP No. 72
tahun 2005 tentang desa dan fikih siyasah, maka penelitian ini mengkaji secara
mendalam persoalan yang berkaitan dengan kebijakan kepala desa tentang
pembagian hasil pertanian ditinjau dari perspektif PP No. 72 tahun 2005 tentang
Desa dan fikih siyasah. Merujuk pada pertimbangan terscbut, maka penelitian ini
sengaja di desain untuk menyajikan pokok bahasan mengenai “Kebijakan Kepala
Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang Pembagian Hasil Pertanian antara
Petani dan Pengusaha Irigasi dalam Perspektif PP No. 72 Tahun 2005 lentang

Desa dan Fikih Siyasah”,

. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian i disclaraskan dengan rumusan masalah yang telah
dikemukakan pada sub-judul di atas, yaitu antara lzin:

1. Untuk mengetahui lebih jauh kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan
Baureno tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha
irigasi.

2. Untuk mengetahui Icbih jauh kebijakan kcpala desa Lebaksari, Kecamatan
Baureno tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha

irigasi dalam perspektif PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.



3. Untuk mengetahui lebih jauh kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan
Baureno tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha

irigasi dalam perspektif fikih siyasah.

E. Kegunaan Hasil Penclitian
Scsuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan
hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sekurang-
kurangnya dalam dua aspck, yaitu:
1. Aspck Teoritis

a. Dapat memberikan wawasan keilmuan kepada pembaca, khususnya
bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah, Jurusan Siyasah Jinayah maupun
bagi para pengkaji ilmu perundang-undangan lainnya.

b. DBerguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan  yang  semakin
berkembang, khususnya dalam ranah konsentrasi ilmu perundang-
undangan,

¢.  Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah
diterima selama di bangku kuliah.

2. Aspck Praktis

a. Dapat dijadikan bahan pcdoman penelitian sclanjutnya bila kebetulan
ada titik singgung dengan masalah ini.

b. Dapat digunakan scbagai antcrnatif pemecahan masalah yang timbul

schubungan dengan kcbijakan kepala desa tentang pembagian hasil



pertanian antara petani dan pengusaha irigasi ditinjau dari perspektif

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan fikih siyasah,

F. Definisi Operasional

Berkaitan dengan judul penelitian mengenai “Kebijakan Kepala Desa
Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang Pembagian Hasil Pertanian antara Petani
dan Pengusaha Irigasi dalam Perspektif PP No. 72 Tshun 2005 tentang Desa dan
Fikih Siyasah” ini, maka ada bcberapa istilah-istilah (bagian dari judul) yang
dianggap perlu untuk dijelaskan, yait u:

Kcbijakan, bisa diartikan sebagai “keputusan tetap* yang dicirikan oleh
konsistensi dan pengulangan (repetitivencss) tingkah laku dari mercka yang
membuat dan dari mercka yang mematuhi keputusan terscbut.’ Sementara itu,
kepala desa bisa diartikan scbagai penguasa tunggal dalam pemerintahan desa.®

Pembagian hasil pertanian, bisa diartikan sebagai hasil pertanian yang
selayaknya diterima oleh pihak-pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan
kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama. Sedangkan petani bisa diartikan
sebagai orang yang berprofesi dalam bidang pertanian, Sementara itu, pengusaha
irigasi bisa diartikan sebagai orang yang membangun saluran irigasi untuk ladang

bisnis.

s Charles O. Jones, Pengantar Kebjjakan Publik (Public folicy), h. 47
Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dap Keluraban, h. 81
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Desa Lebaksari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan
Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur secara
rinci mengenai pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya mengatur tcntang

pemerintahan desa.

. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penclitian lapangan , yaitu menjadikan hasil
dari yang di peroleh di lapangan menjadi bahan utama . Dalam proses penelitian
ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral, schingga masalah yang
dirumuskan mendapat proporsi yang icpal dan akurat. Tahapan-tahapan yang
dimaksud adalah:
1. Data yang dikumpulkan
a. Data tentang kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno
tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha irigasi.
b. Data tentang kewenangan kepala desa dalam PP No. 72 Tahun 2005
tentang Desa.
¢. Data tentang kewcnangan pemimpin dalam perspektif fikih siyasah.
2. Sumber Data
Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan,maka sumber utama

yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil lapangan yang
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dan mencatat isi bahan pustaka. Kemudian mengintegrasikan data-data yang

terkumpul dan menganalisa data untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian,

4. Teknik Pengelolaan Data
Untuk mengolah data-data yang terkumpul, pencliti menggunakan
metode pengelolaan data sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembaii data-data yang diperoleh dari segi
kelengkapannya, kejelasannya, kesesuaian antara data yang satu dengan
yang lainnya guna relevansi dan kescragaman.

b.  Organizing, yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan
yang digunakan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang
dircncanakan.

¢. Pencmuan hasil data, yaitu mclakukan analisa lanjutan terhadap hasil
pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil yang
sesuai sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan

masalah yang ada.

5. Teknik Analisa Data
Untuk memberi gambaran yang lebih luas dalam membahas penelitian
ini, maku teknik analisa data yang digunakan dalam penclitian ini adalah:
a. Mctode induksi, yaitu suatu cara atau jalan yang digunakan untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari
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pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian
ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deskriptif analitik, yaitu suatu cara atau jalan yang digunakan untuk
memaparkan data mengenai kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan
Baureno tentang pembagian hasil pertanian antara petani dan pengusaha
irigasi, kemudian di analisis dari perspektif PP No. 72 Tahun 2005
tentang Desa dan fikih siyasah schingga menemukan hasil yang ingin
dicapai dan dapat ditarik kesimpulan.

¢. Deskriptif komparatif, yaitu melakukan klarifikasi data, mendeskripsikan,
menafsirkan, dan membandingkan antara data yang satu dengan data

yang lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka
diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I, mecrupakan bab pendahuluan daii penelitian ini, yang berisi
pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penclitian, kegunaan hasil penclitian, definisi operasional, mectode
penclitian, dan sistematixa pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori penelitian yang memual pembahasan
mengenai kewenangan kepala desa dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

dan kewenangan pemimpin dalam fikih siyasah.
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Bab III, merupakan data penelitian yang menyajikan pcmbahasan tentang
gambaran Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, dengan sub bahasan mengenai
kondisi geografis Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno; kondisi sosial, ekonomi,
pendidikan, dan kcagamaan masyarakat Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno.
Serta pembahasan mengenai kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan
Baureno tentang pembagian hasil pertanian.

Bab IV, merupakan hasil analisa penelitian yang berkaitan dengan
kewenangan kepala desa dalam perspektit PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
dan kewenangan pemimpin dalam perspektif fikih siyasah.

Bab V, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB T

KEWENANGAN KEPALA DESA
DALAM PP NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DAN
KEWENANGAN PEMIMPIN DALAM FIKIH SIYASAH

A. Kewenangan Kepala Desa dalam PP No. 72 Tahw 2005 tentang Desa

Krisis multi dimensi yang berkepanjangan memang telah membuat
bangsa Indonesia jatuh terpuruk dan semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain
dalam berbagai aspek kehidupan. Namun pada saat yang sama, krisis multi
dimensi yang berkepanjangan tcrscbut telah menumbuhkan kesadaran, tekad,
komitmen, dan inspirasi baru pada bangsa Indonesia untuk mengevaluasi,
mendekonstruksi, dan merekonstruksi sistem pemerintahan dan pembangunan
agar lcbih berkualitas, cfcktif dan cfisicn. Salah satu langkah fundamental yang
telah diambil untuk membawa bangsa ini keluar dari keterpurukannya adalah
dengan menerapkan kebijakan otonomi dacrah (Otoda).

Otonomi dacrah (otoda) telah mengubah secara signifikan tata kelola
pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi di berbagai bidang. Namun,
tahun ke tahun scjak banyak kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke
daerah, tcrnyata lcbih  banyak mengecewakan  daripada memuaskan.
Mengecewakan, karena tujuan utama otonomi daerah justru semakin jauh dari

pencapaian. Sementara itu, segi negatif lebih banyak, diantaranya tumbuh

15
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suburnya korupsi di daerah-dacrah, terjadinya persaingan tidak sehat di elit
daerah yang lebih menonjolkan primordialisme.

Kalau kita cermati Undang-Undang 32/2004 yang menjadi landasan
pelaksanaan otonomi daerah mengamanatkan bahwa tujuan otonomi adalah
untuk mempercepat tercapainya kcscjahteraan rakyat melalui pecningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,

Pemberian otonomi daerah adalah merupakan langkah-langkah konkrit
untuk memfasilitasi pengembalian kedaulatan rakyat dan pemantapan kontrol
rakyat dimaksud tadi.

Oleh karena itu proses pemberian otonomi daerah harus dipahami dalam
paket yang lengkap-komprehensif, Artinya, bukan hanya wewenang dan
kekuasaan eksekutif pusat saja yang harus diserahkan pada eksekutif daerah tetapi
Juga seluruh sistem dan mekanisme pemerintahan yang juga meliputi sys;tem
legislative dan yudikatif juga harus diperkuat di daerah-daerah.

Kcbijakan ini  sccara resmi mulai  berlaku bersamaan dengan
ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 Junto UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Junto UU No, 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusst dan Daerah.
Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 junto UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemcrintahan Dacrah terscbut pada hakikatnya adalah memberikan kewenangan

dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatar dan mengurus kepentingan
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masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada
daerah kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi
luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kepala desa, sebagai pemimpin di tingkat desa yang merupakan bagian
dari pemerintahan kabupaten/kota tidak dapat dinafikkan juga memiliki
kontribusi yang sangat besar bagi kcmajuan sebuah kabupaten/kota dalam
berbagai sektor kehidupan. Sehingga tidak terlalu berlebihan jika di dalam UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemecriniahan Daerah, juga dijelaskan tentang
kedudukan kepala desa sebagai scorang pemimpin di tingkat pedesaan.
Disamping itu, kedudukan kepala desa scbagai pemimpin di tingkat pedesaan,
juga diuraikan sccara panjang Icbar dalam Pcraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa:
Pasal 202

(1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

(2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

(3) Sckretaris desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai

negeri sipil yang memenuhi persyaratan,
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Pasal 203

(1) Kepala desa sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih
langsung olch dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang
syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

(2) Calon kepala desa yang mempceroleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan scbagai kepala desa.

(3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya scpanjang masih hid up dan yang diakui keberadaannya berlaku
ketentuan hukum adat sctempat yang ditetapkan dalam Perda dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 204

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (cnam) tahun dan dapat dipilih kembali hénya

untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 205

(1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali kota paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sctelah pemilihan.

(2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud ada'ah scbagai berikut:
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“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenubi
kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya,
dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan seialu taat dalam mengaimalkan dan mempertahankan
Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa sa ya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1545 serta melaksanskan segala
peraluran perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi

desa, dacrah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 206

Urusan pemerintahan yang menjadi kewcnangan desa mencakup:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewcnangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa. |

¢. Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota,

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.

Pasal 207

Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah

kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,

serta sumber daya manusia.



Pasal 208
Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan
Pemerintah.'
Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72
Tzhun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa:
Pasal 11
Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
Pasal 12
(1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala
Desa dan Perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sckretaris
Desa dan Perangkat Desa lainnya.
(3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Sekretariat desa;
b. Pelaksana teknis lapangan;
¢.  Unsur kewilayahan,
(4) Jumlah Perangkat Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2), discsuaikan

dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

! Undang-Undang Republik Indoncsia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerab,
130-132
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(5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan

peraturan desa.
Pasal 13
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Peraturan Daerah Kabupatca/Kota scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat:
a. Tata cara penyusunan struktur organisasi;
b. Perangkat;
¢. Tugas dan fungsi;
d. Hubungan kerja.
Pasal 14
(1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pcmerinléhan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
(2) Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
desa mempunyai wewenang:
a. Mcmimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
yang ditctapkan bersama BPD;
b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
¢. Menctapkan peraturan desa yang tclah mendapat persetujuan bersama

BPD;
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d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB
Desa untuk dibahas dan ditctapkan bersama BPD;

¢. Membina kchidupan masyarakat desa;

f.  Membina perekonomian desa;

g Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya scsuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 15
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. Meningkatkan kesejahtcraan masyarakat;

¢. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. Mclaksanakan kchidupan demokrasi;
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¢. Mclaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas
dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

f. Menjalin hubungan kerja dengan scluruh mitra kerja pemerintahan desa;

g Menaati dan menegakkan scluruh peraturan perundang-undangan;

h. Menyelenggarakan administrasi pcmerintahan desa yang baik;

i. Melaksanakan dan mempcrtanggungjawabkan pengelolaan keuangan
desa;

J- Meclaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

I Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan
adat istiadat;

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

0. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban scbagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa
mempunyai  kewajiban untuk mcmberikan laporan penyclenggaraan
pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan

penyclenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
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(3) Laporan penyclenggaraan pemerintahan desa scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali
dalam satu tahun.

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban  kepada BPD  scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam
musyawarah BPD.

(5) Menginformasikan laporan penyclenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sclebaran
yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan
dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media
lainnya.

(6) Laporan sebagaimana dJimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyclcnggéraan
pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(7) Laporan akhir masa jabatan kepala desa  disampaikan  kepada

Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.?

B. Kewenangan Pemimpin dalam Fikih Siyasah
Scbclum membahas tentang kewenangan pemimpin dalam fikih siyasah,
terlebih dahulu perlu disajikan pembahasan mengenai apa itu fikih siyasah,

Istilah fikih siyasah, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “fight* dan

? Dari PP NO 72 tahun 2005
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“siyasalf‘, yang memiliki pengertian masing-masing. Kata “fight* berasal dari
kata fagaha-yafgahu-fighan, yang sccara bahasa bermakna “paham yang
mendalam®. Sedangkan secara terminologis, fikih bisa diartikan sebagai upaya
yang sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-
hukum sya:a’ schingga dapat Jdiamalkan oleh umat Islam. Sedangkan kata
“siyasalf* berasal dari kata sasa, yang berarti “mengatur, mengurus, dan
memerintah  alau  pemerintahan, politik  dan  pembuatan kebijaksanaan.
Pengertian  kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah
mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat
politis untuk mencapai sesuatu.’

Berdasarkan pengertian “fikif“ dan “siyasal* di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspck hukum Islam yang
membicarakan (cntang pengaturan dan pengurusan kchidupan manusia délam
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.*

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Skih siyasah antara lain
membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa
dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kckuasaan
yang diberikan  kepadanya dan kepada siapa pelaksana  kekuasaan

mempertanggung jawabkan kekuasaannya,’

3.Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 2-3
* Ibid, 4
* Ibid
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Dengan fikih Siyasah, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan
kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di

bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan.

Terkait dengan sumber kekuasaan, pasti tidak dapat dilepaskan dari
keberadaan scorang pemimpin. Pemimpin, di dalam al-Qur’an biasa disebut
dengan imam. Pada umumnya, kata-kata imam menunjuk pada upaya untuk
memberikan bimbingan ke arah kebaikan, meskipun kadang-kadang juga dipakai
untuk menunjuk perilaku scorang pemimpin terhadap suatu kaumnya dalam arti
yang tidak baik.® Berikut ini adalah beberapa ayat al-Qur’an yang menerangkan

tentang kata-kata imam dalam arti sebagai scorang pemimpin yang tidak baik:

Q.S. al-Qashash: 41
(81 el 0,5l Y DG £ 1) o0 Al sadis
Artinya: “Dan Kami jadikan 1nercka pemimpin-pemimpin yang menyeru

(manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan

ditolong.” (Q.S. Al-Qashash: 41)’

Sementara itu, beberaps ayat al-Qur’an vang menunjukkan arti kata-kata

imam sebagai seorang pemimpin yang baik adalah sebagai berikut:

SA. Djazuli, Fikif Siyasah: Implementasi Kemaslshatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah,
84-85
7 Ibid, 616



Q.S. al-Sajdah: 24

(Y8 sl 05550 BT 1067y 150 G 600 6,0 2l i
Artinya: “Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan

adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami” (Q.S. Al-Sajdah; 24)°

Dalam perspektif fikih siyasah, scorang pemimpin memiliki hak dan
kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terkait dengan tugasnya sebagai
seorang pemimpin. Menurut al-Mawardi, yang dikutip oleh A. Djazuli, sccara
mendasar seorang pemimpin memiliki dua hak, yaitu hak untuk ditaati dan hak
untuk dibantu. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan ‘oleh
seorang pemimpin adalah:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang
telah discpakati oleh umat salaf,

2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan
menyelesaikan perselisihan, schingga keadilan terlaksana secara umum.

3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan
tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman,

tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

8 Ibid, 663
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Menegukkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum
dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani
menyerang dan menumpahkan darah muslim atav non muslim yang
mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu’ahid).
Memerangi orang yang mencntang Islam setelah dilakukan dakwah dengan
baik-baik tapi mercka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
Mcmungut /3y dan shadaqah-shadagah scsuai dengan ketentuan syara’ atas
dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak
mencrimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada
waktunya,
Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam
menyclesaikan tugas-tugas serta menycrahkan pengurusan kckayaan ncgara
kepada mereka agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang
ahli, dan harta negara diurus olch orang yang jujur,
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina
umat dan menjaga agama.’

Sementara itu, menurul Imam An-Nasari, kewajiban-kewajiban yang

harus ditunaikan oleh seorang pemimpin terdiri dari:

® Djazuli, /7kib Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat ..., 93-96
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1. Melaksanakan hukum-hukum dan sanksi-sanksi terhadap umat sesuai syari’at
agama.

2. Menumpas tipu daya musuh.

3. Menyiapkan tentara-tentara untuk menegakkan kalimat Allah SWT atas
penentang-Nya.

4. Mengambil shadaqah dan zakat dari umat Islam serta pajak dari non muslim
yang tidak membahayakan kchidupan umat Islam.

5. Mendirikan dan menegakkan persatuan dan kesatuan umat.

6. Mencrima persaksian diberbagai persidangan.

7. Mengawinkan anak-anak muslim yang tidak lagi mempunyai wali.

8. Membagikan harta-harta rampasan sccara adil scbagaimana yang telah
ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya,'"

Disamping memiliki hak dan kewajiban-kewajiban yang ﬁarus
ditunaikan, seorang pemimpin juga memiliki kewenangan-kewenangan yang
berfungsi untuk meningkatkan kesejahtcraan bagi rakyat yang dipimpinnya.
Kewenangan yang dimiliki oleh scorang pemimpin-lah yang pada akhirnya dapat
memberikan keleluasaan kepada scorang pemimpin untuk mengambil sebuah

kebijakan. Menurut Marhamah Salch, dalam perspektif fikih siyasah, seorang

' Lihat dalam Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muvhammad Iqbal, Negara Ideal Mepurut
Islam: Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Moderua, 50-51
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pemimpin sctidaknya memiliki beberapa kewenangan terkait dengan tugasnya

sebagai scorang pemimpin, yaitu:''

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana dijclaskan dalam al-
Qur’an surat al-Mu’minun: 52 dan surat al-Anfal; 46, yaitu:

Q.S. al-Mu’minun: 52

(o 105l 0,36 1 oy Sy 0 188 o5 By

Attinya: “Sesungguhnya (sgama tavhid) ini, adslah sgama kamu semus,

agama yang salu, dan Aku sdalah Tuhanmu, maka bertakwalah
kepada-Ku.” (Q.S. Al-Mu’minun: 52)"

Q.S. al-Anfal: 46

. 7 P T P R ',;°,:f sojez e M Ao A s, L
opbal O 1y ety ,&-é’) Ry 1y 15 Yy e’y A ekl
(£ :Jwly

Artinya: “Dan laatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlsh kamu
berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan
hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta

orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-Anfal: 46)"

' Lihat dalam http://marharuahsaleh. wordpress.com
"2 Departemen Agama R I, Al-Qurandan ..., 532
1 1bid,, 268
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2. Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, sebagaimana
dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Syura: 38 dan surat Ali Imran: 159, yaitu:

Q.S. al-Syura: 38

,o) o.l/a/ o £ .0- o £Jo

d_,m '..MJJJ Lu) ! Ls_))nﬂ r.kf‘) oMl \)AL"J ['.GJ) |_,JL>;~\»‘ d.ﬂb

(YA 1,520

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (meinatuhi) seruan
Tuhannya dsn mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mercka
menatkahkan scbagisn dari rezki yang Kami berikan kepada
mereka.” (Q.S. Al-Syura: 38)"

Q.S. Ali-Imran: 159

AREVITRO| RN N wammj;‘:{;;g}www&;m
Jy Gl Lo ul A e s e bu AR T IR IR Y

(Vo4 0l e

Artinya: “Maka discbabkan rahmat dari Allah-Iah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mercka. Seckiranya kamu bersikap keras lagi

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.

¥ Ibid, h. 789
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Karena itu maatkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah meunyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q.S. Ali-Imran:

159)"

Kewcnangan melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah
bagi scorang pemimpin bermakna bahwa seorang pemimpin diwajibkan
untuk mclakukan musyawarah dalam sctiap perkara pemerintahan,
administrasi, politik, dan pembuatan perundang-undangan, juga dalam setiap
hal yang menyangkut kemaslahatan individual dan kemaslahatan umum.'®

3. Menunaikan amanah dan mcnetapkan hukum secara adil, sebagaiﬁxana
dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisa’: 58 dan surat al-Nisa’: 135, yaitu:

Q.S. al-Nisa’: 58

@ 949 ’0/"; s 0r O ’r :4 ro‘ < P4 - ° 0’ ’f" .
O JA 15,8858 of 0 2 (885 3 Gl i ety 3y of il d

P ,rr"‘ .I!/ ’0
(O teladl) gl Geale OIS W1 Of 4 1Sy U A

'5 Ibid, b. 103
' Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, b. 58
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Artinya: “Secsunggubnya Allsh menyurub l-amu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menelapkan
dengan adil. Sesungguhnya Al'ah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnys Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Mclihat.” (Q.S. Al-Nisa’: 58)"

Q.S. al-Nisa’: 135
° ° s’ r i [P J—,’ o [] . - 2 ,.a, .
e AWy G S RS e o g Ll 508 1,8

o F ° /') °
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(VYo :;L...:J‘)l)},ﬁ- OJLMJLUO\{&UI

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, Jika ia
kaya alau miskin, inaka Allsh lebih tahu kemaslahatannys. Maka
Janganlalh kamu mengikuti hawa nafSu karena ingin menyimpang

dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau

"7 Departemen Agama R.L, Al-Qur'an dan ..., h. 128
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enggan menjadi saksi, maka sesunggubnya Allah adslsh Maha

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Nisa’: 135)'8

Kewenangan dalam menunaikan amanah bagi seorang pemimpin
bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional
dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewagjibannya dengan
scbaik-baiknya dan bahwa keclalaian terhadap kewajiban tersebut akan
mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Sementara ituy, kewenangan
seorang pemimpin dalam menetapkan hukum secara adil bermakna bahwa
dalam menggunakan kekuasaan politiknya, seorang pemimpin harus
berdasarkan dan bertujuan untuk memelihara martabat kemanusiaan
(basyariah insani)." Dengan kata lain, pemimpin yang menetapkan hukum
sccara adil adalah pemimpin yang berlaku adil terhadap hamba-hamba Allah,
dan menjauhkan diri dari kecurangan dan kerusakan.?

4. Menaati Allah, Rasulullah dan ulil amri, sebagaimana dijelaskan dalam al-

Qur’an surat al-Nisa’: 59, yaitu:

'® Ibid,, h. 144-145
' Abd. Mv'in Salim, Fikih Siyasah: Konscpsi Kekuasaan dalam Al-Qur’an, h. 201 dan 217
20 Al-Ghazali, Nasibat Bagi Penguasa, h. 126
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allsh dan taatilah
Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu, Kemudian Jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kcpada Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. Al-

Nisa’: 59)%!

Mendamaikan konflik antar kelompok Islam, sebagaimana dijelaskan dalam

al-Qur’an surat al-Hujurat: 9, yaitu:

r . - o - - A0 ] T )
e Y e GRS WX o Wl 1lols 1 Gl e ol O

B e et s 0§70 T T B o 17 . oo b
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2 Departemen Agama R, AL-Qur'as dan ... h. 128
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Artinya: “Dan jika ada dua golongan deri orang-orang mukmin berperang
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua
golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka
perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan
itu kembali kepada perintah Allak; jika golongan itu telah kembali
(kepada perintah Allah), mnaka damaikanlah antars keduanya
dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allsh menyukai

orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-Hujurat: 9)*

6. Mempertahankan kedaulatan negara, dan melarang melakukan agresi dan

invasi, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 190, yaitu:

° & o s s o 0 s -
(V4 1d Aty DBl o Y A O 1355 Y 800 il Jode 31,105,

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memcrangi kamu,
(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S.

Al-Bagarah: 190)%

7. Mementingkan perdamaian dari pada permusuhan, sebagaimana dijelaskan

dalam al-Qur’an surat al-Anfal: 61, yaitu:

2 Ibid, h. 846
3 Ibid, h. 46
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Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah, Sesungguhnya Dialah
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Anfal:
61)%

8. Meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan,

sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Anfal; 60, yaitu:

-

. olsa.. P g, T2 s oot N Y T Y I I
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Artinya: “Dan sigpkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang
kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang
(vang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah,
musulbmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak

mengetahuinya; scdang Allah mengetahuinya. Apas saja yang kamu

* Ibid, h. 271
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natkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalss dengan cukup

kepadamu dan kamu tidak aken dianigya.” (Q.S. Al-Anfal; 60)%

. Menepati janji, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nahl: 91
dan surat al-Fath: 10, yaitu:

Q.S. al-Nahl: 91

S el 1A 6 s g DU 1, Y, P 1) 4 N v g

(‘\'1):),1;256;3;% o)

Artinya: “Dan tepatilah perfanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan
Janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudsh
meneguhkannya, scdang kamu telah menjadikan Allah sebagai
saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allsh
mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Nahl: 91)%

Q.S. al-Fath: 10
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25 Ibid, h. 271
2 Ibid, h. 415-416
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Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji sctia kepada kamu
sesungguhnya mercka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di
alas langan mercka, maka barang siapa yang melanggar janjinya
niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri
dan barang siapa mencpati janjinya akan menerima pahala yang

besar.” (Q.S. Al-Fath: 10)¥

10. Mendistribusikan harta pada scluruh lapisan masyarakat, scbagaimana

dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Hasyr: 7, yaitu:

3 Ly oy @ i d Ay 4 o Sl b 4 o & e
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Artinya: “Apa saja harta rampasan (fay) yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adslah untuk
Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-ansk yatim, orang-orang
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu
Jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.

Apa yang Jiberikan Rasul kepadamu maka terimalah dis. Dan apa

27 Ibid,, h. 838
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yang dilarangnya bagimu maka tinggalksnlah; dan bertakwslah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

(Q.S. al-Hasyr: 7)*

Sementara itu, Al-Mawardi, yang dikutip oleh Jeje Zainudin, secara
terperinci menyebutkan bahwa terdapat dua puluh kewenangan yang dimiliki
oleh seorang pemimpin dalam perspektif fikih siyasah, yaitu:*

1. 'Aqdul imamah atau kaharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam
yang mengacu kepada syura.

2. Tagqlidul wizarah atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua
pola, yaitu wizarah tafwidhiyah dan wizarah tanfidziyah.

3. Taglidul imérah ‘alal bildd, yaitu pcngangkatan pejabat ncgara scperti
gubernur, wali negeri, atau kepala dacrah dan sebagainya, |

4. Taqlidul imérat ‘alal jihid, yaitu mengangkat para pejabat militer, panglima
perang dan sebagainya.

5. Wilayah 'ala huribil mashélih, yaitu kewenangan untuk memerangi para
pemberontak atau ah/ul riddah.

6. Wilayalul gadha, yailu kewcnangan dalam menetapkan para pemimpin

pengadilan, para qadhi, hakim dan scbagainya.

% Ibid, h. 916
2 Lihat dalam http://www stidnatsir.ac.id
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Wilayatul madhalim, yaitu kewenangan memut uskan persengketaan di antara
rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu,

Wilayatun nigabah, yaitu kewenangan menyensus penduduk, mendata dan
mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.

Wilayah ‘ala imamatis shalawat, yaitu kewenangan mengimami shalat baik
sccara langsung atau mengangkat petugas tertentu,

Wilayah ‘alal hajj, yaitu kewenangan dan tanggung jawab dalam pclayanan
penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam 1nemimpin pelaksanaannya,
Wilayah ‘alal shadaqat, yaitu kewenangan mengelola pelaksanaan zakat,
infaq dan shadagah masyarakat dari mulai penugasan ‘amilin, pengumpulan
sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.

Wilayah ‘alal fai wal ghanimah, yaitu kewenangan pengelolaan dan
pendistribusian rampasan perang,

Wilayah ‘alal wadh'il jizyah wal kharagj, yaitu kewenangan menctapkan
pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang
komoditi.

Fima takhtalifu ahkamuhu minal bilad, yaitu kewenangan menctapkan status

suatu wilayah dari kekuasaannya.

- thyaul mawat wa ikhrajul miyah, yaitu kewenangan memberikan izin dalam

pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
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16. Wilayah Fil himi wal arfiq, yaitu kewenangan mengatur dan menentukan
batas wilayah tertentu sebagai milik negara, aiau wilayah konservasi alam,
hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.

17. Wilayah Fi ahkamil iqtha’, yaitu kewenangan memberikan satu bidang tanah
atau satu wilayah untuk kepentingan scorang atau sekelompok rakyatnya.

18. Wilayah fi wadh’i diwén, yaitu kewenangan menctapkan lembaga yang
mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kckayaan,
para petugas penjaga keamanan ncgara (tentara), serta para karyawan.

19. Wilayah fi ahkamil jardim, yaitu kewenangan dalam menctapkan hukuman
hudud dan ta’zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan
kejahatan seperti: peminum khamer, penjudi, pezina, pencuri, penganiayaan
dan pembunuhan.

20. Wilayah fi ahkamil hisbah, yaitu kewcnangan dalam menetapkan lcrﬁbaga
pengawasan. |

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan
kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi di tingkat pedesaan dalam
perspektif fikih siyasah diberikan pada hakikatnya bertujuan untuk memudahkan
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dalam
upaya meningkatkan kesejahtcraan bagi rakyat yang dipimpinnya dalam berbagai

sektor kehidupan.



BAB III
KEBIJAKAN KEPALA DESA LEBAKSARI

TENTANG PEMBAGIAN HASIL PERTANIAN

A. Gambaran Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno
1. Kondisi Geografis Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

Jadi, desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia.
Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang
menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut
telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan cksisnya bangsa. Dengan
demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa
dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh,

Menurut data monografi, Desa Lebaksari merupakan bagian dari
Kecamatan Baurcno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa ini
berada di ketinggian 21 m dari permukaan air laut. Suhu di dacrah ini

berkisar antara 30° C - 33° C. Dengan kondisi suhu tersebut, maka di daerah
43
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ini memiliki curah hujan scbanyak 1500 mm/th, dengan jumlah curah hujan
terbanyak 120 hari, Untuk menuju ke desa ini, bisa ditempuh dalam kurun
waktu % jam (15 menit) dari ibu kota kecamatan karena hanya berjarak 3 km,
I jam (60 menit) dari ibu kota kabupaten karcna berjarak 33 km, dan 2 jam
(120 menit) dari ibu kota provinsi karena berjarak 35 km.!

2. Kondisi Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan Keagamaan Masyarakat Desa
Lebaksari, Kecamatan Baureno

Penduduk Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno berjumlah 539 KK
(kepala keluarga), dengan jumlah orang laki-laki 1.190 orang dan perempuan
1.159 orang yang semuanya merupakan warga ncgara asli Indonesia.
Sementara itu, penduduk yang berwarga negera asing tidak ada.’

Dalam bidang ekonomi, mayoritas penduduk desa Lebaksari bermata
pencaharian scbagai petani dengan rincian: petani pemilik tanah berj.umlah
375 orang, petani penggarap tanah berjumlah 212 orang, petani penggarap
alau penyekap berjumlah 75 orang, dan buruh tani berjumlah 425 orang,
Selain sebagai petani, penduduk desa Lebaksari juga bermata pencaharian
scbagai: pengrajin atau industri kecil yang berjumlah 89 orang, buruh industri
berjumlah 62 orang, buruh bangunan berjumlah 48 orang, bekerja di sektor

perdagangan berjumlah 17 orang, bekerja di bidang pengangkutan berjumlah

! Data di atas diambil dari Data Monograli Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, Kabupaten
Bojonegoro, bulan Januari - Juni 2009, |
Ibid,, 16
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9 orang, pegawai ncgeri sipil (PNS) berjumlah 2 orang, pensiunan ABRI/PNS
berjumlah 3 orang, dan bermata pencaharian sebagai peternak dengan rincian:
peternak sapi biasa berjumlah 98 orang, peternak kambing berjumlah 20
orang, peternak ayam berjumlah 427 orang dan peternak itik berjumlah 12
orang,

Dalam bidang pendidikan, dapat dikatakan bahwa penduduk desa
Lebaksari cukup menaruh perhatian pada scktor pendidikan. Hal itu dapat
diketanui dengan adanya realita bahwa mayoritas penduduk desa Lebaksari
secara riil telah mengenyam pendidikar, dengan rincian; yang tclah tamat
dalam menyelesaikan pendidikan SD/sederajat berjumlah 1.469 orang,
SLTP/sederajat berjumlah 281 crang, SLTA/sederajat berjumlah 158 orang,
akademi/sederajat berjumlah 4 orang, dun perguruan tinggi/sederajat
berjumlah 3 orang. Sementara itu, penduduk yang tidak tamat SD/se(ierajat
hanya berjumlah 58 orang, yang buta huruf berjumlah 36 orang, dan yang
masih belum sekolah berjumlah 164 orang.’

Semcntara itu, dalam bidang keagamaan, bisa dikatakan bahwa semua
penduduk desa Lebaksari menganut agama Islam, dan tidak ada satu pun

penduduk yang memeluk agama selain Islam, seperti: Khatolik, Protestan,

3 Ibid, 18
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Hindu, maupun Budha. Dan untuk fasilitas ibadah, di desa Lebaksari terdapat

3 buah Masjid dan 15 Suraw/Musholla.*

B. Kebijakan Kepala Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang Pembagian Hasil
Pertanian
Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno aqalah salah satu pedesaan yang
pendudukya mayoritas bermata pencaharian scbagai pctani. Meskipun demikian,
tidak scdikit diantara mcrcka yang tidak memiliki tanah pertanian sendiri,
sehingga mereka hanya berstatus sebagai buruh tani dari orang-orang yang
memiliki tanah pertanian dengan sistem keuntungan bagi hasil pertanian apabila
musim panen telah tiba. Begitu pun halnya dengan masalah irigasi untuk
mengairi lahan pertanian. Banyak diantara petani yang melakukan kerja sama
dengan pengusaha irigasi yang memiliki modal besar untuk menyediakan
peralatan irigasi yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian para petani
dengan sistem bagi hasil pertanian. Uniknya, tradisi kerja sama dengan sistem
pembagian hasil pertanian antara petani dengan pengusaha irigasi yang terjadi di
Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno telah berlangsung sejak lama dan berjalan
secara turun temurun. Hal itu dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa
mayoritas pengusaha irigasi sekarang ini adalah anak atau cucu dari leluhurnya
yang pada zaman dahulu telah mcnjadi pengusaha irigasi karcna mereka

memiliki kekayaan yang cukup banyak untuk membeli peralatan irigasi, berupa:

4 Ibid, h. 16 dan 12
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diesel, piva beserta perlengkapan irigasi lainnya. Bahkan ada scbagian dari
pengusaha irigasi sckarang ini yang dulu pernah menjabat sebagai kepala desa
Lebaksari dalam kurun waktu yang lama.

Mekanisme kerja sama antara petani dengan pengusaha irigasi dalam
bentuk sistem pembagian hasil pertanian di desa Lcbaksari, disepakati bahwa
pengusaha irigasi berkewajiban untuk menyediakan sarana irigasi untuk mengairi
lahan pertanian, misalnya berupa: dicsel, sclang, maupun berbagai perlengkapan
irigasi lainnya. Scmentara itu, para pctani berkewajiban untuk menyediakan
lahan pertanian sendiri, benih padi, pupuk, membajak, menanam, merawat,
bingga memanen hasil pertanian. Jika musim panen telah tiba, maka pengusaha
irigasi berkewajiban untuk memanen hasil pertaniannya sendiri, begitu pula
dengan kewajiban petani. Namun apabila pengusaha irigasi tidak bersedia untuk
memanen bagian hasil pertaniannya sendiri, maka ia bisa mempekerjakan.buruh
tani yang digaji untuk memanen hasil pertaniannya, begitu pula dengan hasil
pertanian yang menjadi bagian para petani.

Sejarah awal di mulainya mekanisme irigasi adalah inisiatif dari kepala
desa lebaksari kecamatan baureno yang bernaraa Zainal Abidin beliau menjabat
sebagai kepala desa pada tahun 1975 - 1999 di kurun waktu jabatan yang sangat
lama itulah pada sckitar tahun 1980 an beliu berinisiatif membuat sistem irigasi
karcna mclihat potensi desa yang dekat dengan bengawan solo pada masa masa

awal dan saat itu petani desa Icbaksari kecamatan baureno hanya mengandalkan
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pertanian tadah hujan karena di rasa hasilnya kurang maksimal itu di bandingkan
dengan beberapa desa sekitar yang sebelumnya sudah menerapkan sistem irigasi
pompa yaitu desa kadungrejo tanggungan dan kalisari,berangkat dari kegelisahan
akan hasil pertanian dan kenyataan bahwa ada potensi bengawan solo maka
kepala desa waktu itu bapak zainal abidin selaku kepala desa saat itu
menawarkan kepada salah satu orang pengusaha yang cukup kaya di kala itu
yang bernama abdul wakhid dari desa baureno kecamatan baureno kabupaten
bojonegoro ternyata setelah pembicaraan yang cukup intensif dan dengan
pertimbangan yang sama mengeuntungkan yaitu pengusaha dan untuk petani
juga tidak di rugikan maka di mulailah rapat aniar perangkat dan masyarakat
beserta pengusaha waktu itu maka di sepakati bahwa pembagian hasil pertanian
antara pengusaha irigasi dan petani yaitu 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan
80 % untuk petani artinya jika panen maka pengelola irigasi mendapat baéian 1
petak dan petani mendapat 4 petak dan pada waktu itu belum ada kebijakan
penarikan pajak untuk kas desa artinya desa belum mendapat bagian dari proses
sirkulasi keuangan irigasi proses ini berlangsung sangat lama hingga pada
beberapa tahun kemudian masyarakat atau tepatnya beberapa petani yang cukup
kaya di ajak bekerja suma untuk menjalankan proses irigasi hingga beberapa
tahun kemudian nama dari pemegang kendali irigasi di pegang oleh orang desa
walau di bebrapa titik dana dari anak nya pak abdul wackid tapi namanya sudah

pengusaha lokal karena di anggap putra desa sudah mampu mandiri dan proscs
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ini berlangsung hingga habis pemerintahan zainal abidin yaitu tahun 1999 ketika
ada reformasi dan kepala desa di gantikan oleh syafii yaitu tahun 1999 — 2007
hampir tak ada perubahan scdikitpun pada masa pemerintahan ini scmua tetap
sama yaitu pembagian ketika panen 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 %
untuk petani yaitu 1 petak untuk pengusaha dan 4 petak untuk petani dan desa
Juga tak mendapatkan kas dari proses ini.5

Hingga pada pcmcrintahan kepala desa yang baru yaitu HM. THALHAH
SH kepala desa yang di lantik pada september tahun 2007 dan menjabat sampai
sekarang ada perubahan.yaitu pada tanggal 27 april 2008 di adakan musyawarah
untuk menentukan mekanisme pembagian hasil pertanian antara petani dan
pengusaha irigasi di desa Lebaksari, meskipun sistem bagi hasil pertanian
tersebut telah berlangsung scjak lama, tetapi mekanisme pembagian hasil
pertanian antara petani dengan pengusaha irigasi terscbut tclah mcnéalami
perubahan setclah adanya kebijakan baru yang diberlakukan oleh kepala desa
Lebaksari sekarang ini, Jika pada masa pemerintahan kepala desa yang
sebelumnya, pembagian hasil pertanian antara pengusaha irigasi dengan petani
sebesar 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk pctani artinya 1 bagian
untuk pengusaha irigasi dan 4 bagian untuk petani, maka pada masa
pemerintahan kepala desa yang baru sckarang ini, kesepakatan tersebut telah
diubah menjadi 1 : 6 yaitu 16,6 % untuk pengusaha Jdan 83,3 % untuk petani atau

petani mendapat peningkatan mcnjadi sckitar 3 %
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Ini berangkat dari rasa keadilan yang di alami oleh semua petani di desa
lebaksari karena setelah di kalkulasi dengan seksama bahwa dengan proses
pembagian 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk petani artinya 1
bagian untuk pengusaha irigasi dan 4 bagian untuk petani, petani sangat di
rugikan begitu pula dengan desa tidak mendapatkan kas atau pemasukan untuk
menambah PAD (pendapatan asli desa) dan fenomena perubahan ini tidak hanya
terjadi di desa Icbaksari ini masif terjadi di semua desa di kecamatan baureno
yang mencrapakan sistem irigasi yaitu desa tanggungan desa kalisari desa
kadungrejo dan desa pucangarum mengapa 4 desa ini menjadi acuan karena
hanya 4 desa di kecamatan baureno yang punya sistem irigasi walau terkait
mekanisme dan penarikan pajak untuk desa berbeda prosentasinya semisal desa
kadungrejo yang menggunakan mckanisme rata rata 5 % yaitu kas desa 3 % dan
2 % untuk dusun yang di tempati begitu pula desa kalisari dan tanggungar; yang
sistem irigasinya tidak di keiola oleh pengusaha tapi langsﬁng di kelola oleh
desa.setelah kebijakan kepala desa terkait lebih mengangkat petani dari Atau 1 :
5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk petani menjadi 1 : 6 yaitu 16,6 %
untuk pengusaha dan 83,3 % untuk pctani atau petani mendapa peningkatan
menjadi sekitar 3 % begitu halnya dengan pajak hasil pertanian yang harus
dibayar olch pengusaha irigasi kepada kas desa dari yang awalnya tidak ada juga
mengalami  kenaikan, Jika pada masa pemerintahan kepala dcsa yang

sebelumnya, besarnya prosentasc pajak yang harus dibayar oleh pengusaha irigasi
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ke kas dcsa tidak ada atau scbesar 0 % dari total keuntungan pembagian hasil
pertanian setiap tahunnya, maka pada masa pemerintahan kepala desa yang
sekarang ini, pengusaha irigasi diwajibkan untuk membayar pajak ke kas desa
sebesar 3 % dari keuntungan yang diperoleh pengusaha irigasi setiap tahunnya.
Jadi peningkatan pcmbayaran pajak ke kas desa tersebut sebesar 3 % dari jumlah
yang scbelumnya harus dibayar oleh pengusaha irigusi sebesar 0 % per tahunnya
ks kas desa.

Meskipun kcbijakan baru yang diberlakukun oleh kepala desa Lebaksari
di atas sangal mengurangi pendapatan yang diperolch pengusaha irigasi dan
sebaliknya meningkatkan pendapatan para petani, tetapi kebijakan tersebut tidak
dibuat dengan semena-mena tanpa melibatkan berbagai pihak, yaitu petani,
pengusaha irigasi, dan perangkat desa yang lainnya. Tetapi sebaliknya, kebijakan
baru yang diberiakukan oleh kepala desa Lebaksari tersebut mcrupakaﬁ hasil
musyawarah dengan berbagai pihak, baik itu dari pihak petani, pengusaha irigasi,
maupun perangkat desa yang lainnya.5 6

Menurut penuturan kepala desa Lebaksari, usulan perubahan pembagian
hasil pcrianian antara pengusaha irigasi dan petani tersebut pertama kali muncul
dari dirinya dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Lebih lanjut kepala desa

Lebaksari menuturkan bahwa sangat tidak adil jika para petani yang telah

* Lihat dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Irigasi yang dibadiri oleh pengusaha irigasi,
kepala desa Lebaksari, ketua BPD dan masyarakat desa Lebaksari pada tanggal 27 April 2008 di Balai
Desa Lebaksari.
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mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya yang besar untuk biaya pertanian
mendapatkan bagian yang tidak selayaknya mereka terima. Sementara di sisi
lain, pengusaha irigasi yang hanya mengeluarkan biaya untuk penyediaan
fasilitas irigasi, mendapatkan pembagian hasil pertanian yang nota bene sangat
besar. Jika hal itu masih terus berlanjut, maka kenyataan itu bisa menghilangkan
rasa keadilan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam ini menyangkut
tingkat kescjahtcraan para petani. Schingga dapat dipastikan bahwa sclamanya
para pctani tidak akan pcrnah hidup dengan layak dan sejahtcra. Sementara itu,
para pengusaha irigasi akan senantiasa hidup dalam kemewahan dan bergelimang
harta. Olch karena itu, maka sudah scharusrya mekanisme pembagian hasil
pertanian antara petani dan pengusaha irigasi yang berlaku selama ini dirubah
untuk meningkatkan rasa keadilan kedua belah pihal:.®7

Sementara itu, terkait dengan peningkatan jumlah iuran pajak yang.harus
dibayar olech pengusaha irigasi setiap tahunnya kepada kas desa dari 0 % menjadi
3 % dari total keuntungan pembagian hasil pertunian yang diperoleh pengusaha
irigasi, menurut kepala dcsa Lebaksari, hal itu masih dalam batas-batas
kewajaran. Mengingat sudah menjadi kewajiban sctiap warga desa untuk
bersama-sama dalam meningkatkan dan me.najukan kescjahteraan desanya,
khususnya bagi orang-orang yang nota bene memiliki kelebihan harta kekayaan,

Disamping itu, peningkatan pemungutan pajak yang dibcbankan kepada

% Hasil wawancara dengan Bapak 11. M. Thalhah, SH (Kepala Desa Lebaksari), pada tanggal 6
Juni 2010.
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pengusaha irigasi tersebut juga sudah mempertimbangkan rasa keadilan bagi
pengusaha irigasi, dengan melihat pendapatan yang diperolehnya setiap
tahun.begitu halnya denagan masa kontrak juga di batasi 4 tahun maka jika
pengusaha tidak bekerja dengan baik di mungkinkan untuk di tinjau ulang
kontraknya atau sampai di berhentikan sepihak’

Dan scnada yang di katakan kepala desa di atas dari pihak kelompok tani
juga sangat di untungkan dalam kcbijakan ini itu di ungkapkan olch munandar
ketua kelompok tani yang sekaligus menjabal sebagai kepala dusun parengan
bahwa kebijakan ini menjadi bagiar yang baik untuk mensejahterakan petani dan
hampir semua petani puas dengan kebijakan ini karena merasa semua
kepentingan nya terakomodasi yaitu pendapatan naik cukup siknifikan dari 1:5
yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk petani menjadi 1 : 6 yaitu 16,6 %
untuk pengusaha dan 83,3 % untuk petani atau petani mendapa peninékatan
menjadi sekitar 3 % bagi petani peningkatan ini sangat berarti karena setelah
sekian tahun mendapat pembagian 1 : 5 yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 %
untuk petani karena semua kebijakan ini adalah hasil musyawarah dan mencapai
mufakat maka dari pihak manapun mempunyai rasa keadilan 8

Ternyata penuturan kepala desa di atas tidak hanya klaim atau pembenar
sepihak hal sama juga di sampaikan olch ketua kelompok pengusaha irigasi yaitu

bapak manan beliu menyatakan bahwa scgala kebijakan kepala desa di atas benar

7 Hasil wawancara dengan Bapak I1. M. Thalhah, SH (Kepala Desa Lebaksari), pada tanggal 6
Juni 2010.
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benar telah mengakamodosi segala kelompok baik kelompok petani PEMDES
dan kelompok pengusaha irigasi karena kebijakan ini di ambil berdasarkan
musyawarah yang mclibatkan scmua komponen yaitu semua pengusaha irigasi
juga hadir dan sebagian besar pelani desa lebaksari kecamatan baureno dan
PEMDES sctra BPD (badan permusyawaratan desa) walau memang pada saat
musyawarah ada beberapa hal yang sangat alot karena masing berkepentingan
persoalan yang kemarin menjadi perdebatan yang cukup serius dalam
musyawarah adalah persoalan pajak untuk desa kami dari pengusaha memang
agak berkeberatan  dengan  kas  yang proscntasinya cukup besar yaitu
41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah ) padahal pengusaha sudah cukup
berkurang penghasilanya ketika ada kenaikan proscntase yang awalnya 1 : §
yaitu 20 % untuk pengusaha dan 80 % untuk petani menjadi 1 : 6 yaitu 16,6 %
untuk pengusaha dan 83,3 % untuk petani atau petani mendapat peningi(atan
menjadi sekitar 3 %.tapi setelah para pengusaha mempertimbangkan dengan
matang terkait pajak tersebut itu juga sebagian besar untuk membangun saluran
irigasi agar lebih lancar dan terkait dengan kebijakan membayar di awal
penggarapan itu untuk mengantisipasi jika kami tidak membayar itu memang
agak ganjil padehal kami sudah berkomitmen untuk membayar tapi walau
bagaimanapun jika ada persoalan di kemudian hari semua pihak bermusyawarah
jika terjadi semisal banjir atau terjadi scrangan hama itu memang sudah resiko

bukan hanya pengusaha yang rugi petanipun juga mengalami kerugian jadi semua
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pengusaha irigasi menganggap bahwa bijakan ini sudah mengakomodasi semua
pihak. 9

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah nama-nama, alamat, jumlah tanah
yang disepakati dalam kerja sama antara petani dan pengusaha irigasi yang
digunakan sebagai lahan pertanian, jumlah diesel yang digunakan untuk irigasi
lahan pertanian, dan jumlah iuran pajak pertahun yang harus dibayar oleh

pengusaha irigasi kepada kas desa Lebaksari:

' No. Nama Alamat Luas | Jumlah Turan
Tanah | Diesel | Pajak/th

Petani

1. Zainal Dk. Mranten RT. IX /| 30Ha 2 buah | 6.000.000

Abidin RW. 1V, Ds. Lebaksari

2. Syafi’i Dk. Parengan RT. I /| 20Ha | 2buah | 5.000.000

RW. 1, Ds. Lebaksari

3. Suwadi | Dk. Parengan RT. IV /| 20 Ha 1 buah | 5.000.000

RW. II, Ds. Lebaksari

4, Manan Dk. Mranten RT. VI /| 50 Ha 1 buah | 13.000.000

RW. III, Ds, Lebaksari

5. Subakir Dk. Mranten RT. VIII /| 20 Ha 1 buah | 5.000.000

RW. III, Ds. Lebaksari
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Slamet Dx. Gowok RT. X /| 40 Ha I buah | 7.000.000

RW. V, Ds. Lebaksari

Jumlah Total 180 Ha | 6 buah |41.000.000

Keterangan:

Nama Zainal Abidin di dalam tabel di atas, racrupakan pengusaha irigasi
sckaligus mantan kepala desa Lebaksari periode 1975 — 1999. Beliau-lah
yang pertama kali menggagas adanya saluran irigasi dengan sistem pompa
diesel di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno. Beliau menjadi pengusaha
irigasi sejak tahun 1990 — sekarang. Beliau mempunyai 2 buah mesin diesel
dan bertanggung jawab untuk memberikan air irigasi kepada sekitar lahan
pertanian seluas 30 Ha. Dan beliau harus menibayar pajak ke kas desa sebesar
6.000.000/pertahun.

Nama Syafi’i di dalam tabel di atas, adalah nantan kepala desa Lebaksari
periode 1999 — 2007. Beliau menjadi pengusaha irigasi sejak tahun 1990 —
sckarang. Beliau mempunyai 2 buah mesin diesel dan bertanggung jawab
untuk memberikan air irigasi kepada sekitar lahan pertanian seluas 20 Ha.
Dan bcliau harus membayar pajak ke kas desa sebesar 5.000.000/pertahun,
Nama Suwadi di dalam tabel di atas, adalah pengusaha irigasi yang kebetulan
masih memiliki hubungan saudara dengan Syafi’i. Beliau adalah mantan

ketua BPD Desa Lebaksari periode 2000 — 2005. Beliau menjadi pengusaha
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irigasi sejak tahun 2000 - sckarang, menggantikan Syafi’i yang kebetulan
menjabat sebagai ketua BPD periode sekarang. Beliau mempunyai 1 buah
mesin diesel dan bertanggung jawab untuk memberikan air irigasi kepada
sekitar lahan pertanian scluas 20 Ha. Dan beliau harus membayar pajak ke
kas desa sebesar 5.000.000/pertahun.

Nama Manan di dalam tabel di atas, adalah disamping sebagai ketua
pengusaha irigasi di Desa Lebaksari, beliau saat ini juga menjabat scbagai
kepala Dusun Mranten. Bcliau mempunyai 1 buah mesin diesel dan
bertanggung jawab untuk memberikan air irigasi kepada sckitar lahan
pertanian seluas 50 Ha. Dan beliau harus membayar pajak ke kas desa sebesar
13.000.000/pertahun,

Nama Subakir di dalam tabel di atas, adalah pengusaha irigasi yang
kebetulan masih keponakan dari Zainal Abidin. Beliau menjadi peng;lsaha
irigasi scjak tahun 1990 - sckarang, yang mcngganlikani ayahnya yaitu H.
Madun yang tidak lain adalah saudara Zainal Abidin. Beliau mempunyai 1
buah mesin diesel dan bertanggung jawab untuk memberikan air irigasi
kepada sckitar lahan pertanian seluas 20 Ha. Dan beliau harus membayar
pajak ke kas desa sebesar 5.000.000/pertahur..

Nama Slamet di dalam tabel di atas, acalah pengusaha irigasi sejak tahun
2000 ~ sckarang, Beliau mempunyai 1 buah mesin diesel dan bertanggung

jawab untuk memberikan air irigasi kepada sekitar lahan pertanian seluas 40
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Ha. Dan beliau harus mcmbayar pajak ke kas desa sebesar
7.000.000/pertahun.

Banyaknya jumlah diesel yang dibutuhkan untuk saluran irigasi dan besarnya
pajak yang harus dibayar oleh masing-masing pengusaha irigasi ke kas desa
memang cenderung tidak sama. Hal itu sangat dipengaruhi oleh faktor
kemiringan tanah pertanian dan biaya operasional yang harus dikeluarkan

olch masing-masing pengusaha irigasi.



BAB IV

TINJAUAN PP NO. 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DAN
KEWENANGAN PEMIMPIN DALAM FIKIH STYASAH
TENTANG PEMBAGIAN HASIL PERTANIAN

A. Pembagian Hasil Pertanian antara Petani dan Pengusaha Irigasi

Sektor pertanian merupakan jantung kehidupan pedesaan. Selain berfungsi
sebagai penjamin kedaulatan pangan bangsa, sektor ini Juga telah menjadi tulang
punggung kekuatan ekonomi nasional. Sektor pertanian adalah sektor yang
mewakili keberadaan rakyat Indonesia. 46 persen rakyat Indonesia telah terlibat
luas dalam berbagai bentuk pertanian meliputi pertanian pangan, pertanian non
pangan, peternakan dan perikanan air tawar. Namun, para penguasa modal telah
menjadi pihak yang meminggirkan hak-hak rakyat tani tersebut atas nama
pembangunan. Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup
rakyat, justru semakin hari semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup
akibat ketidak berpihakan kebijakan dari pemerintah. Padahal, pedesaan dan
pertanian merupakan dua wilayah vital dalam pembangunan.

Kemudian, dari hasil data yang telah diperoleh selama observasi dan
wawancara, dalam proses penelitian ini diketahui bahwa pembagian hasil
pertanian antara pengusaha irigasi dan petani yang ditentukan oleh kepala desa
Lebaksari adalah dengan mekanisme pembagian 1 : 6, artinya 1 bagian untuk

pengusaha irigasi dan 5 bagian untuk petani. Begitu pun halnya dengan pajak
59
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hasil pertanian yang harus dibayar oleh pengusaha irigasi kepada kas desa juga
mengalami kenaikan. Jika pada masa pemerintahan kepala desa yang
sebelumnya, besarnya prosentase pajak yang harus dibayar olch pengusaha irigasi
ke kas desa hanya scbesar 0 % dari total keuntungan pembagian hasil pertanian
setiap tahunnya, maka pada masa pemerintahan kepala desa yang sckarang ini,
pengusaha irigasi diwajibkan untuk membayar pajak ke kas desa sebesar 3 % dari
keuntungan yang dipcroleh pengusaha irigasi sctiap tahunnya. Jadi, peningkatan
pembayaran pajak ke kas desa tersebut scbesar 3 % dari jumlah yang sebclumnya
harus dibayar olch pengusaha irigasi scbesar 0 % per tahunnya ke kas desa.

Padahal, jika dalam perspektif PP No. 72 Tahun 2005 tentang Dcsa, ada
ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh pemimpin (kepala desa) dalam
menentukan kebijakan sepertihalnya menyalahgunakan wewenang,  Namun,
dalam kebijakan yang diambil olch kepala desa Lebaksari tersebut di atas édalah
tidak sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; Pasal 16, karcna
seorang kepala desa tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak, karena
yang berwenang untuk memungut pajak adalah dinas perpajakan. Tetapi dalam
hal pengembangan dan sebagai upaya memberikan kontribusi keuangan pada
masyarakal dan desa Lebaksari, kebijakan kepala desa Lebaksari terscbut dapat

dikategorikan sangat baik.
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B. Pajak dari Pengusaha Irigasi ke Desa

Disamping kepala desa Lebaksari mengambil sebuah kebijakan tentang
pembagian hasil pertanian antara pengussha irigasi dan petani dengan
mekanisme pembagian 1 : 6, artinya bagian untuk pengusaha irigasi dan 5
bagian untuk’ petani, kepala desa Lebaksari juga menaikkan iuran pajak yang
harus dibayar di muka olch pengusaha irigasi ke kas desa. Jika pada masa
pemerintahan kcpala desa yang scbelumnya, besarnya prosentasc pajak yang
harus dibayar oleh pengusaha irigasi ke kas desa hanya scbesar 0 % dari total
keuntungan pembagian hasil pertanian setiap tahunnya, maka pada masa
pemerintahan kepala desa yang sekarang ini, pengusaha irigasi diwajibkan untuk
membayar pajak ke kas desa sebesar 3 % dari keuntungan yang diperolech
pengusaha irigasi sctiap tahunnya. Jadi, peningkatan pcmbayaran pajak ke kas
desa terscbut scbesar 3 % dari jumlah yang scbelumnya harus dibaya.r olch
pengusaha irigasi scbesar 0 % per tahunnya ke kas desa.

Dalam perspektif fikih siyasah, kebijakan yang diambil oleh kepala desa
Lebaksari untuk memungut pajak kepada pengusaha irigasi yang harus dibayar di
muka tersebut di atas tidak sesuai dengan hukum islam. Sebagai bagaimana telah
dijelaskan bab terdahulu bahwa disamping memiliki hak dan kewajiban-
kewajiban yang harus ditunaikan, scorang pemimpin juga memiliki kewenangan-
kewenangan yang berfungsi untuk meningkatkan ‘escjahteraan bagi rakyat yang

dipimpinnya, Kewenangan yang dimiliki oleh scorang pcmimpin-lah yang pada
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akhimya dapat memberikan keleluasaan kepada scorang pemimpin untuk

mengambil sebuah kebijukan. Menurut Marhamah Saleh, dalam perspektif fikih

siyasah, seorang pemimpin sctidaknya memiliki beberapa kewenangan terkait

. N . . 1
dengan tugasnya scbagai seorang pemimpin, ya:tu:

1.

Mcwujudkan persatuan dan  kesatuan umat, Kewenangan — melakukan
musyawarah dalam menyclcsaikan masalah bagi seorang pcmimpin bermakna
bahwa seorang pemimpin diwajibkan untuk melakukan musyawarah dalam
sctiap pcrkara pemcrintahan, administrasi, politik, dan pembuatan
perundang-undangan, juga dalam sctiap hal yang menyangkut kemaslahatan
individual dan kemaslahatan umum.?

Menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, Kewenangan dalam
menunaikan amanah bagi scorang pemimpin bermakna bahwa sctiap pribadi
yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dit.untut
agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan bahwa kelalaian
terhadap kcwajiban terscbut akan mcngakibatkan kerugian bagi dirinya
sendiri. Sementara itu, kewenangan scorang pemimpin dalam menetapkan
hukum secara adil bermakna bahwa dalam menggunakan kekuasaan
politiknya, secorang pemimpin harus berdasarkan dan bertujuan untuk

memclihara martabat kemanusiaan (basyariah insani).’ Dengan kata lain,

' Lihat dalam http://marhamahsalch. wordpress.com
? Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, h. 58
* Abd. Mu’in Salim, Fikil Siyasah: Konscpsi Kckuasaan dalam Al-Qur'sa, b. 201 dan 217
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pemimpin yang menetapkan hukum secara adil adalah pemimpin yang
berlaku adil terhadap hamba-hamba Allah, dan menjauhkan diri dari
kecurangan dan kerusakan.*

. Menaati Allah, Rasulullah dan ulil amri,

. Dan dalam konteks 1ikih siyasah yaitu kewenangan wilayatul mudhalaimin
yaitu kewenangan menyelesaikan persengketaaan di masyarakat baik secara
langsung atau menunjuk seseorang” maka kebijakan kepala dcsa ini di
laksanakan secara langsung agar tidak ada sengketa antar masyarakat yang
akan berdampak pada perpecahan,

Berangkat dari pejelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa kebijakan
kepala desa Lebaksari dalam pemungutan pajak kepada penguasa irigisi yang
harus dibayar dimuka tidak sesuai dengan ketentuan kewenangan pemimipin
(kepala desa) dalam islam (fikih siyasah). Karena konsckuensinya jika. gagal
pancn, maka pengusaha irigasi-lah yang paling dirugikan karena sudah

membayar pajak di awal.

* Al-Ghazali, Nasibat Bagi Penguasa, b. 126
’ Lihat dalam http://www stidnatsir.ac.id
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Merujuk pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa:

1. Kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian
hasil pertanian antara pengusaha irigasi dan petani dengan mekanisme
pembagian 1 : 6, artinya 1 bagian untuk pengusaha irigasi dan 5 bagian untuk
petani.

2. Kecbijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baurcno tentang pembagian
hasil pertanian antara pctani dan pengusaha irigasi dengan mekanisme
pembagian 1 : 6, artinya 1 bagian untuk pengusaha irigasi dan 5 bagian untuk
petani di desa Lebaksari dalam perspektif PP No. 72 Tahun 2005 tentang
Desa adalah salah, karcna scorang kepala desa tidak memiliki kewenangan
untuk memungut pajak, karena yang berwenang untuk memungut pajak
adalah dinas perpajakan. Tectapi dalam hal pengembangan dan sebagai upaya
memberikan kontribusi kcuangan pada masyarakat dan desa Lcbaksari,
kebijakan kepala desa Lebaksari terscbut dapat dikategorikan sangat oaik.

3. Kebijakan kepala desa Lebaksari, Kecamatan Baureno tentang pembagian

hasil pertanian antara pctani dan pengusaha irigasi dengan mekanisme
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pembagian 1 : 6, artinya 1 bagian untuk pengusaha irigasi dan 5 bagian untuk
petani di desa Lebaksari dalam perspektif fikih siyasah adalah salah. Karena
jika gagal panen, maka pengusaha irigasi-lah yang paling dirugikan karena
sudah membayar pejak di awal dan dalam hukum Islam tidak dibenarkan

sebelum pekerjaan selesai membayar pajak di muka,

B. Saran
Terkait dengan hasil penclitian ini, maka disarankan kepada kepala desa
Lebaksari agar lebih hati-hati lagi dalam mengambil scbuah kebijakan, agar
kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum

Islam.
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